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1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-
Undang;

Surat Keputusam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-
XVII/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum;




7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota;

11.Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/
PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

12.Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati an d Bupati serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Parepare , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2024:

(a) Pasal 30 huruf (a),angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang- Undang, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
(3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
(4) proses dan penetapan calon;

(b) Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
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Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan

wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan

di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan ftata cara
pencalonan;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota:

(a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 14 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota, berbunyi:

Pasal 2

(1) Pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
tahapan yang meliputi:

a. pendaftaran pasangan calon;
b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan
c. penetapan pasangan calon.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh
Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawasan TPS.

Pasal 3

(1) Bawaslu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk
mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan
kepengurusan Partai Politik.

(2) Bawaslu menyampaikan salinan daftar kepengurusan Partai Politik sesuai
dengan tingkatannya kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota secara berjenjang.

(b) Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati an d Bupati serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 padal Lampiran |, berbunyi:

Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2024 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara langsung dan melalui SILON KADA;

2. Melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota,
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3. Melakukan pengamatan dan pencermatan dengan mempedomani

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Peraturan mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
dan menyampaikan informasi setiap tahapan dalam Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota termuat dalam Pasal 14 bagian a dan ¢ Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi
Undang- Undang, yang berbunyi:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada
masyarakat.

4. Peraturan mengenai tahapan jadwal Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota
tertuang dalam Lampiran | Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menguraikan:

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, pada hari Sabtu 24 Agustus
2024 sampai dengan hari Senin 26 Agustus 2024

5. Peraturan mengenai tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan
Jjadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan
Calon dibuka.

(2) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 bagian a dan ¢, memuat:

a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah
persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);

c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon

(3) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.
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6. Ketentuan terkait jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah
Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berbunyi:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan
jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran
Pasangan Calon dibuka.

(2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah
kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah
kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu
hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi
di DPRD.

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu)
Pasangan Calon.

(5) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah
kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

(6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi
dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

7. Ketentuan terkait waktu pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota

Pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pasal 96 berbunyi:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran
Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman
pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
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(3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu

setempat.

8. Peraturan mengenai sanksi yang dikenakan kepada KPU Kabupaten/Kota
ketika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam
Pasal 14 bagian a dan ¢ termuat dalam Pasal 193A ayat 2 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang berbunyi:

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat
puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh

empat juta rupiah).

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, bermartabat
dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau KPU Kota
Parepare untuk:

1. Memastikan pengumuman pendaftaran sesuai dengan jadwal, mekanisme dan
prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga)
Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada
tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024

3. Memastikan pengumuman secara terbuka, jelas dan lengkap melalui media
massa dan/atau laman KPU Kota Parepare

4. Memastikan layanan helpdesk Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 dapat berfungsi secara
maksimal.

5. Memastikan waktu pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan mulai Pukul
08.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan Pukul 16.00 WITA dan
pada hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WITA
sampai dengan Pukul 23.59 WITA.
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Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

A o=

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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